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The purpose of this study was to determine the effect of Poverty Level, Economic 

Growth, Education Function Spending, Health Function Expenditure, and Capital 

Expenditure on the Human Development Index in Districts / Cities in Eastern 

Indonesia.. The data used is secondary data with the sampling technique used is 

purposive sampling and the number of samples that meet the criteria is 156 

districts / cities. The results of statistical tests show that the Poverty Level has a 

negative and significant effect on HDI, Economic Growth has no effect on HDI, 

Education Function Expenditures have a positive and significant effect on HDI, 

Health Function Expenditures have a negative effect on HDI, and Capital 

Expenditures have no effect on HDI in Eastern Indonesia . 
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Education Function Expenditure, Health Function Expenditure, Capital 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Tingkat 

Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi 

Kesehatan, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 

Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia. Data yang digunakan merupakan 

data sekunder dengan teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling 

dan jumlah sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 156 Kabupaten/Kota. Hasil 

uji statistik menunjukan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap IPM, Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM, 

Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, 

Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM, dan Belanja Modal 

tidak berpengaruh terhadap IPM di Kawasan Timur Indonesia. 

 

Kata Kunci : Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan 

Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, Belanja Modal, 

Kawasan Timur Indonesia. 
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I.   PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

Pembangunan merupakan proses untuk mencapai tujuan bangsa dan pertumbuhan 

ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai keberhasilan 

pembangunan dari suatu negara. Keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat 

dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga dari keberhasilan 

pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah sebuah proses 

pembangunan yang bertujuan agar mampu memiliki lebih banyak pilihan, 

khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan.  

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia Indonesia telah masuk dalam kategori 

level pembangunan manusia yang tinggi, namun masih terdapat kesenjangan 

pembangunan manusia antar daerah, Provinsi yang pernah masuk dalam kategori 

level pembangunan manusia rendah pada Kawasan Timur Indonesia adalah Papua 

sedangkan Indeks Pembangunan level tinggi di Indonesia ditempati oleh Provinsi 

DKI Jakarta. Berikut perbandingan nilai Indeks Pembangunan Manusia di 

Indonesia, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Papua tahun 2015-2018: 
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Tabel 1.1 Perbandingan IPM di Indonesia, DKI Jakarta dan Papua 2015-

2018 

 

Tahun 

Indeks Pembangunan Manusia 

Indonesia DKI Jakarta Papua 

2015 69,55 78,99 57,25 

2016 70,18 79,60 58,05 

2017 70,81 80,06 59,09 

2018 71,39 80,47 60,06 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi 

Papua terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sehingga berubah dari 

kategori rendah menjadi sedang yaitu pada tahun 2018 mengalami peningkatan 

0,97 poin, hal ini terjadi karena adanya peningkatan aspek esensial yaitu umur 

panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan juga standar hidup layak pada Provinsi 

Papua. Namun, IPM Provinsi Papua masih mengalami perbedaan yang cukup jauh 

dengan IPM Indonesia dan Provinsi DKI Jakarta dimana perbedaannya mencapai 

20 poin. Serta kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten dan kota yang 

paling tinggi di Indonesia terjadi di Provinsi Papua. Kesenjangan ini terlihat dari 

perbedaan capaian antara ibukota Provinsi Papua, Jayapura dengan Kabupaten 

Nduga. Kesenjangan tersebut bahkan mencapai 50,16 poin. 

Saat ini Indeks Pembangunan Manusia menurut Badan Pusat Statistik mengacu 

pada pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen 

dasar kualitas hidup yang dilihat dari 3 dimensi utama dan indikatornya yaitu 

dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup 

pada waktu lahir, dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah 

dan angka harapan lama sekolah, serta dimensi standar hidup yang layak dengan 

indikator pengeluaran perkapita disesuaikan. Selain itu juga IPM dipengaruhi oleh 
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faktor-faktor lain seperti ketersediaan kesempatan kerja, upah minimum, yang 

pada gilirannya ditentukan oleh banyak faktor, terutama pertumbuhan ekonomi, 

infrastruktur dan kebijakan pemerintah. Berikut Indeks Pembangunan Manusia 

Indonesia tahun 2015-2018: 

 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia tahun 2015-2018. 

 

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat bahwa indeks pembangunan manusia di 

Indonesia setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 Indeks 

Pembangunan Manusia di Indonesia sebesar 69,55 lalu meningkat pada tahun 

2016 sebesar 70,18, tahun 2017 sebesar 70,81, dan tahun 2018 sebesar 71,39. 

Meskipun IPM di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun 

menurut data Badan Pusat Statistik masih banyak Kabupaten dan Kota yang 

mengalami kemiskinan dengan persentase yang cukup tinggi hingga menyentuh 

angka 40 persen pada tahun 2015 yaitu Kabupaten Deiyai sebesar 45,74 persen 

dan Kabupaten Lanny Jaya sebesar 41,57 persen. 
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Menurut Badan Pusat Statistik (2013), kemajuan pencapaian IPM di tingkat 

nasional sebenarnya menyembunyikan fakta bahwa kesenjangan antar Provinsi 

masih terjadi. Kesenjangan indeks pembangunan manusia antar Provinsi dan 

kabupaten masih terjadi sepanjang 2016, ini dikarenakan pada tahun 2016 

disparitas IPM antar daerah cukup tinggi dan variatif, yaitu terdapat 12 Provinsi 

memiliki IPM kategori tinggi, 21 Provinsi kategori sedang, dan 1 Provinsi 

kategori rendah, yaitu Provinsi Papua (Tempo.co, 2017). Provinsi dengan IPM 

yang rendah sebagian besar berada pada Kawasan Timur Indonesia, hal ini 

disayangkan karena peningkatan yang cukup signifikan pada Kawasan Barat 

Indonesia juga diikuti oleh kesenjangan dan perbedaan di Kawasan Timur 

Indonesia. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dengan membandingkan 

pembangunan IPM di Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia, 

berikut perbandingan capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di 

Indonesia tahun 2015-2018: 

 

    Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 1.2 Capaian Indeks Pembangunan Manusia antar pulau di 

Indonesia tahun 2015-2018. 
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Berdasarkan Gambar 1.2 terlihat bahwa terdapat kesenjangan capaian IPM di 

wilayah barat dengan wilayah timur Indonesia, yakni pulau Jawa dengan pulau 

Papua dan Maluku. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah di 

Indonesia maka dibutuhkan pemerataan pembangunan. Dengan adanya 

pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat 

menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut (Putra dan Ulupui, 2015). 

Kemiskinan merupakan masalah yang cukup serius dalam proses pembangunan 

manusia. Sampai saat ini masalah kemiskinan belum dapat teratasi di belahan 

dunia manapun. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks, bermula 

dari kemampuan daya beli masyarakat yang tidak mampu dalam memenuhi 

kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan papan, sehingga kebutuhan 

yang lainnya seperti kesehatan dan pendidikan akan terabaikan. Hal tersebut 

menjadikan gap atau celah pembangunan manusia diantara keduanya pun menjadi 

besar dan pada akhirnya target capaian IPM yang ditentukan oleh pemerintah 

menjadi tidak terealisasikan dengan baik (Mirza, 2012). Berikut perbandingan 

persentase kemiskinan antar pulau di Indonesia tahun 2015-2018: 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 1.3 Persentase Kemiskinan antar pulau di Indonesia  

tahun 2015-2018. 
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Berdasarkan Gambar 1.3 terlihat bahwa secara keseluruhan tingkat kemiskinan di 

Indonesia bergerak menurun hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia tahun 

2018 yang tumbuh sebesar 5,17 persen dibanding capaian tahun 2017 sebesar 5,07 

persen. Pulau Kalimantan memiliki persetanse kemiskinan terendah dan Maluku 

dan Papua memiliki persentase kemiskinan tertinggi sepanjang tahun 2015-2018. 

Papua menjadi peringkat pertama persentase penduduk miskin terbesar di 

Indonesia Timur, dimana peringkat kedua adalah Papua Barat dan peringkat 

ketiga adalah Nusa Tenggara Timur. Tingginya tingkat kemiskinan di pulau 

Maluku dan Papua menurut BPS dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan, 

rendahnya kesehatan, sterbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebutuhan 

dasar seperti makanan, serta minimnya infrastruktur yang kurang mendukung 

aktivitas ekonomi masyarakat. 

Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian  

dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi sebagai 

perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa 

yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat 

meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan 

distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh terhadap 

peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Selain pertumbuhan yang tinggi 

pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan 

ketimpangan pendapatan. Setiap daerah atau wilayah pada dasarnya mengalami 

pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah 

lainnya (Raswita & Made, 2013). Berikut perbandingan persentase pertumbuhan 
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ekonomi menggunakan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 antar pulau di 

Indonesia tahun 2015-2018: 

  

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020. 

Gambar 1.4 Persentase pertumbuhan ekonomi antar pulau di Kawasan 

Timur Indonesia tahun 2015-2018. 

Berdasarkan Gambar 1.4 terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada pulau Bali 

dan Nusa Tenggara mengalami penurunan yang cukup ekstrim setiap tahunnya, 

hal ini dikarenakan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus-menerus mengalami 

gempa setiap tahunnya yang mempengaruhi harga beberapa barang dan jasa yang 

dikonsumsi oleh masyarakat, ekspor yang semakin menurun dan impor yang 

melonjak naik juga menjadi salah satu faktor pertumbuhan ekonomi melemah. 

Sejak Indonesia menggunakan IPM untuk menghitung kualitas manusianya, nilai 

IPM pada Provinsi Papua selalu lebih rendah dari provinsi lainnya yang ada di 

Indonesia. Nilai IPM di Papua yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor, 

diantaranya faktor kemiskinan, pendidikan dan kesehatan. Tingkat pendidikan dan 

kesehatan individu penduduk adalah faktor dominan yang perlu menjadi prioritas 
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utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (Baeti, 2013). Melalui 

pendidikan manusia dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, 

sedangkan kesehatan dianggap dapat meningkatkan produktivitas manusia. Oleh 

karena itu, mutu pendidikan dan mutu kesehatan yang buruk akan mempengaruhi 

kualitas manusia dan mempengaruhi tinggi rendahnya nilai IPM di Provinsi 

Papua. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menempatkan pendidikan dan 

kesehatan sebagai aspek penting dalam pembangunan. Undang-Undang Dasar 

1945 dengan jelas menyebutkan tentang “mencerdaskan kehidupan bangsa,” yang 

terkait dengan pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang 

di dalam UU Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ”dana pendidikan 

selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 

persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional pada sektor pendidikan 

dan minimal 20 persen dari APBD”.  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang perlu menjadi prioritas penting 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan meningkatnya mutu 

pendidikan maka penduduk dapat meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya. Rendahnya mutu pendidikan menyebabkan sulitnya IPM di 

Papua meningkat, hal ini dikarenakan sumber daya manusia serta jumlah tenaga 

pendidik yang masih minim, akibatnya banyak penduduk yang tidak bisa 
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merasakan sekolah dan mendapatkan pelajaran. Selain masalah minimnya tenaga 

pendidik, kurangnya sekolah di setiap kabupaten dan infastruktur yang masih 

buruk menjadi penghambat anak-anak di Provinsi Papua mendapatkan 

pendidikan. Kenyataan tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, diantaranya 

rata-rata lama sekolah di Papua yang rendah. 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek 

kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan 

sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga 

mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang 

kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Dalam 

upaya mendukung pembangunan di bidang kesehatan, diperlukan tenaga 

kesehatan serta sarana dan prasarana kesehatan yang sangat penting untuk 

menunjang kesehatan masyarakat. Untuk pengeluaran pemerintah pada sektor 

kesehatan, Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 pasal 171 menyebutkan bahwa 

“besar anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5 persen dari 

APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah 

provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10 persen dari APBD di luar 

gaji”.  

Pemerintah daerah menjalankan sistem desentralisasi atau yang sering dikenal 

sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-
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Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah 

diberi kewenangan yang luas untuk mengurus masalah, kebutuhan serta sumber 

daya rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan 

pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak serta kewenangan yang luas 

untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan 

kebutuhan pembangunan dan masyarakat yang berkembang di daerah.  

Sehubungan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, maka daerah perlu 

menggunakan dana yang dimilikinya untuk menyelenggarakan pemerintahan dan 

pembangunan daerahnya, salah satunya dengan mengalokasikan ke dalam belanja 

modal. Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan 

konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 

(Halim, 2008). Belanja modal memiliki peranan yang sangat penting terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam peningkatan sarana dan 

prasarana publik. Belanja modal yang dilakukan pemerintah daerah diantaranya 

pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, 

jembatan, dan transportasi. 

Penelitian tentang Indeks Pembangunan Manusia yang dipengaruhi oleh beberapa 

variabel seperti tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, belanja fungsi 

pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal telah dilakukan 

sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan 

berpengaruh negatif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016) dan 

Tingkat Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM (Dewi et al, 2017). 

Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina 
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& Jember, 2016) dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM 

(Dewi et al, 2017). Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM 

(Sanggelorang et al, 2015; Kahang, 2016) dan Belanja Fungsi Pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake et al, 2018). Belanja Fungsi 

Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake et al, 2018) dan 

Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM (Sanggelorang et al, 

2015; Kahang, 2016; Fahmi, 2018). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 

IPM (Mirza, 2012; Setiawan & Budiana, 2015)  dan Belanja Modal tidak 

berpengaruh terhadap IPM (Sastri & Latrini, 2019). 

Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada periode waktu penelitian 

yaitu tahun 2015-2018, serta sampel penelitian yaitu pada Kabupaten/Kota di 

Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang mana hingga 2018 masih terdapat 

perbedaan nilai IPM yang masih berada jauh dari IPM pada Kabupaten/Kota di 

Kawasan Barat Indonesia, bahkan Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia 

termasuk dalam kategori nilai IPM rendah (IPM < 60).  

Faktor – faktor yang memengaruhi capaian IPM di setiap wilayah berbeda – beda. 

Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik suatu wilayah dengan 

wilayah lain. Provinsi di Kawasan Timur Indonesia merupakan Provinsi dengan 

banyak Kabupaten/Kota yang tertinggal pembangunannya, masalah utama yang 

banyak terjadi pada Kawasan Timur Indonesia adalah kemiskinan, kesehatan dan 

pendidikan. Kemiskinan merupakan masalah yang banyak terjadi di Provinsi pada 

Kawasan Timur Indonesia yang mempengaruhi nilai IPM, ketidakmampuan 

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya akan mempengaruhi 

kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.  
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Kurangnya pengetahuan dan keterampilan pada mutu pendidikan, maka 

masyarakat akan kesulitan dalam mencari pekerjaan yang layak untuk memenuhi 

kebutuhan pokoknya, hal ini juga mempengaruhi para pelaku usaha yang kesulitan 

dalam memenuhi sumber daya manusia sehingga kesulitan dalam mendorong 

pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, infrastruktur seperti jalan dan jembatan 

pada Kawasan Timur Indonesia belum memadai sehingga sulit menghubungkan 

wilayah-wilayah sentra produksi, dengan adanya pembangunan infrastruktur 

diharapkan akan mempermudah masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi 

yang akan meningkatkan nilai IPM.  

Kemudian, salah satu unsur penting dalam keberhasilan pembangunan di daerah 

adalah cara pengelolaan keuangan daerah dengan baik yaitu secara efektif dan 

efisien. Dalam mewujudkan daerah dengan kualitas manusia yang tinggi, 

pemerintah daerah menggunakan APBD-nya untuk membiayai pembangunan dan 

pelayanan seperti pada sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan infrastruktur 

daerah. Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah mengakibatkan 

rendahnya tingkat pelayanan bagi masyarakat sehingga tidak mampu 

meningkatkan IPM. Dalam penelitian ini dapat diketahui apakah dana belanja 

fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan belanja modal telah digunakan 

secara efektif dan efisien dalam meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat 

untuk meningkatkan IPM yaitu dengan melihat apakah dana belanja daerah 

berpengaruh terhadap IPM Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah  Tingkat Kemiskinan (X1) berpengaruh negatif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

2. Apakah Pertumbuhan Ekonomi (X2) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

3. Apakah Belanja Fungsi Pendidikan (X3) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

4. Apakah Belanja Fungsi Kesehatan (X4) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

5. Apakah Belanja Modal (X5) berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia? 

6. Apakah Tingkat Kemiskinan (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), Belanja 

Fungsi Pendidikan (X3), Belanja Fungsi Kesehatan (X4), Belanja Modal (X5) 

berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji 

dan mengetahui apakah Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja 

Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi Kesehatan, dan Belanja Modal berpengaruh 

terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur 

Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-

penelitian terdahulu mengenai kajian atas pengaruh tingkat kemiskinan, 

pertumbuhan ekonomi, belanja fungsi pendidikan, belanja fungsi kesehatan, dan 

belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di 

Kawasan Timur Indonesia. 

1.4.2 Manfaat Kebijakan 

Memberikan bahan masukan bagi pengambil kebijakan pembangunan daerah 

dalam rangka penyempurnaan pemerintahan daerah, terutama yang membidangi 

program perencanaan pembangunan daerah dan sebagai bahan dalam rangka 

evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah berjalan, serta sebagai 

bahan perencanaan strategi kedepan bagi pengambilan keputusan khususnya 

dalam kaitan pembangunan manusia.
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II.   TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Human Capital Theory 

Human capital secara bahasa tersusun atas dua kata dasar yaitu manusia dan 

kapital (modal). Modal yang dimaksudkan adalah nilai tambah dalam diri 

manusia. Teori Human Capital diperkenalkan oleh Theodore W. Schultz tahun 

1961 dalam pidatonya yang berjudul Investment in Human Capital menyatakan 

bahwa  manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-

bentuk  kapital lainnya seperti mesin, teknologi, uang dan material. Teori Human 

Capital menekankan bahwa pendidikan, pengetahuan, kesehatan, dan 

keterampilan adalah bentuk bentuk modal, yaitu modal manusia. 

Todaro (2000) mengungkapkan bahwa human capital dapat diukur melalui bidang 

pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah 

seorang manusia. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan 

seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan 

keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Sementara itu, kesehatan  merupakan 

bidang yang saling terkait dengan pendidikan. Pendidikan tinggi yang dimiliki 

tanpa adanya tubuh yang sehat tidak akan menaikkan produktivitas, pendidikan 

yang tinggi juga dapat memengaruhi tingkat kesadaran kesehatan seseorang. 
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Indikator pengukuran kesehatan dalam human capital adalah nilai angka harapan 

hidup. Nilai angka harapan hidup merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun 

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup.  

2.1.2 Pembangunan Manusia 

2.1.4.1 Konsep Pembangunan Manusia 

Menurut Human Development Report (1990), pembangunan manusia adalah suatu 

proses untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia. Dari definisi ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa fokus pembangunan suatu negara adalah penduduk 

karena penduduk adalah kekayaan nyata suatu negara. Dalam konsep 

pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami dari 

sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.  

Sebagaimana dari Human Development Report (1995), sejumlah hal penting 

dalam pembangunan manusia diantaranya: 

a. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.  

b. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi 

penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka, oleh karena 

itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk secara 

keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.  

c. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya 

meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga pada upaya-upaya 

memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.  

d. Pembangunan manusia didukung empat pilar pokok, yaitu produktifitas, 

pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan.  
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e. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan 

dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya. Indeks 

Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia 

berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. 

 

2.1.4.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Menurut Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia mengacu pada 

pengukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar 

kualitas hidup yang dilihat dari tiga dimensi dasar dan indikatornya yaitu: 

a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan indikator angka harapan hidup 

pada waktu lahir. 

b. Dimensi pengetahuan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan angka 

harapan lama sekolah. 

c. Dimensi standar hidup yang layak dengan indikator pengeluaran perkapita 

disesuaikan. 

Indeks Pembangunan Manusia digunakan untuk mengklasifikasikan apakah suatu 

negara atau daerah itu maju, berkembang maupun tertinggal, serta untuk 

mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. Adapun 

Komponen Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut : 

1. Angka Harapan Hidup (AHH)  

Angka Harapan Hidup saat lahir merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun 

yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. AHH mencerminkan 

derajat kesehatan suatu masyarakat.  

1.5  
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2. Harapan Lama Sekolah (HLS)  

Harapan Lama Sekolah merupakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang 

diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang.  

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)  

Rata-Rata Lama Sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh 

penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.  

4. Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan  

Pengeluaran Riil per Kapita yang disesuaikan digunakan untuk mengukur 

standar hidup layak yaitu kemampuan daya beli masyarakat selama periode 

tertentu. 

 

Tabel 2.1 Kategori Indeks Pembangunan Manusia 

Nilai IPM Kategori 

IPM < 60 Rendah 

60 ≤ IPM < 70 Sedang 

70 ≤ IPM < 80 Tinggi 

IPM ≥ 80 Sangat Tinggi 

     Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020.  
 

2.1.3 Kemiskinan 

Menurut World Bank (2000), definisi dari kemiskinan adalah kehilangan 

kesejahteraan (deprivation of well being). Sedangkan inti permasalahan pada 

kemiskinan adalah batasan-batasan tentang kesejahteraan itu sendiri. Dalam teori 

ekonomi, semakin banyak barang yang dikonsumsi berarti semakin tinggi pula 

tingkat kesejahteraan seseorang. Tingkat kesejahteraan dapat diartikan sebagai 

kemampuan untuk mengakses sumber daya yang tersedia (barang yang 
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dikonsumsi). Kemampuan akses sumber daya yang tersedia ini dapat diukur 

melalui jumlah pendapatan ataupun pengeluaran seseorang. Jika definisi 

kemiskinan dihubungkan dengan tingkat kesejahteraan, kemiskinan dapat 

diartikan sebagai ketidakmampuan dalam memenuhi kesejahteraan atau dengan 

kata lain kekurangan akses terhadap sumber daya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Kekurangan akses merupakan  kurangnya pendapatan seseorang. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup 

layak (baik makanan maupun nonmakanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan 

oleh BPS adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk 

dapat memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100  kalori per orang per 

hari dan kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. 

Menurut Hartomo & Aziz (1997) penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang 

terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber daya alam, terbatasnya 

lapangan pekerjaan, keterbatasan modal, beban keluarga. 

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi 

kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini mengacu pada Handbook on 

Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh Worldbank. Dengan pendekatan ini, 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi 

pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki 

rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis 
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Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang 

diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama 

sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan.  

Indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik adalah Garis Kemiskinan 

Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan 

makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket 

komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, 

umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-

buahan, minyak dan lemak, dll) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) 

merupakan nilai pengeluaran minimum untuk kebutuhan non-makanan berupa 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar 

non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi 

di perdesaan. 

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, Badan Pusat Statistik menggunakan 3 

ukuran kemiskinan yaitu: 

1. Head Count Index  

Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di 

bawah Garis Kemiskinan (GK). 

2. Poverty Gap Index 

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan 

ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk 

miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin 

jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. 
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3. Poverty Severty Index  

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan 

gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. 

Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di 

antara penduduk miskin. 

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi 

2.1.4.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi 

Menurut Sukirno (2010), Pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan 

dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam 

masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan 

ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu 

periode ke periode lainnya.  

Lamboturuan dan Hidayat (2013) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai 

proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan 

menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi 

dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu 

perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 

Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan 

ekonomi. 

Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor atau komponen utama 

dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:   

a. Akumulasi modal, meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang 

ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal atau sumber daya manusia.  
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b. Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah 

angkatan kerja.  

c. Kemajuan teknologi, berupa cara-cara baru atau perbaikan cara-cara lama 

mengenai pekerjaan. 

 

2.1.4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 

PDRB adalah salah satu indikator yang digunakan untuk melihat keberhasilan 

pembangunan atau laju pertumbuhan ekonomi daerah. Tujuan dan kegunaan 

Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk memperoleh gambaran secara 

umum maupun rinci (sektoral) tentang keadaan perekonomian suatu daerah. 

Penyajian yang berkesinambungan dari tahun ke tahun akan memberikan 

gambaran tentang tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kemakmuran, tingkat 

inflasi, maupun deflasi gambaran struktur perekonomian suatu daerah dan 

berguna bagi pemerintah sebagai acuan untuk mengevaluasi keberhasilan 

pembangunan. 

Menurut Badan Pusat Statistik, PDRB dapat diartikan ke dalam tiga pengertian 

yaitu : 

a. Menurut pengertian produksi  

PDRB adalah sejumlah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di dalam suatu wilayah (region) dalam jangka waktu 

tertentu (satu tahun). 

b. Menurut pengertian pendapatan  

PDRB adalah sejumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi 

yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah atau daerah dalam 
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jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi meliputi upah 

dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum 

dipotong pajak penghasilan dan pajak tidak langsung lainnya. 

c. Menurut pengertian pengeluaran  

PDRB adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi rumah 

tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi Pemerintah, 

pembentukan modal tetap bruto, perubahan stock dan ekspor netto (ekspor 

dikurangi impor).   

Menurut Badan Pusat Statistik, penghitungan nilai PDRB dapat dilakukan dengan 

2 jenis harga, yaitu : 

1. Menggunakan Pendekatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)  

Pendekatan ini disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai 

dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Metode ini digunakan untuk 

melihat pergeseran dan struktur ekonomi suatu wilayah.  

2. Pendekatan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK).  

Pendekatan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun 

tertentu yang dijadikan sebagai tahun dasar. Metode ini digunakan untuk 

menunjukan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor 

ekonomi dari tahun ke tahun. 

 

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu instrumen 

kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan 

kesejahteraan masyarakat di daerah. Tugas utama dari anggaran adalah 
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mengendalikan aktivitas fiskal pemerintah, mengkaji tindakan sebelumnya dan 

mengetahui program pemerintah di masa yang akan datang. Anggaran daerah 

mengetahui posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas 

pemerintah daerah. 

Menurut Saragih (2003: 127), APBD merupakan suatu gambaran atau tolok ukur 

penting keberhasilan suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian 

daerah. Artinya jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan 

berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

khususnya penerimaan pajak-pajak daerah. Sedangkan berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan 

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah 

dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

2.1.6 Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu komponen kebijaksanaan fiskal 

yang terutama bertujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang bagus dengan 

tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat dari perkembangan 

kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, terlihat bahwa peranan pemerintah selalu 

meningkat hampir di segala bidang ekonomi. IPM dapat diwujudkan melalui 

realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 

2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Belanja Daerah diprioritaskan untuk 

mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang 

ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Diprioritaskan untuk melindungi 

dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarkat dalam upaya memenuhi 
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kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, 

pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas 

umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan 

mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan 

standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi 

pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan 

pembangunan. Beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah adalah 

membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan 

kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan 

membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting artinya dalam pembangunan. 

Pembelanjaan-pembelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan 

mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2004). 

2.1.7 Belanja Fungsi Pendidikan 

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pengeluaran pemerintah pada fungsi pendidikan dapat membangun sarana dan 

sistem pendidikan yang lebih baik yang akan mempengaruhi angka pendidikan 

berupa rata-rata lama sekolah, semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan 
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keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap 

individu untuk meningkatkan standar ekonominya yang akan membantu 

mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.  

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2009 Tentang Alokasi 

Anggaran Belanja Fungsi Pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, belanja fungsi pendidikan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD 

untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan 

kedinasan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU 

Nomor 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ”dana pendidikan selain gaji 

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional pada sektor pendidikan dan minimal 

20 persen dari APBD”.  

2.1.8 Belanja Fungsi Kesehatan 

Ketentuan pasal 171 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 menjadikan alokasi 

belanja di bidang kesehatan sesuatu yang mutlak dipenuhi (mandatory spending). 

Pasal tersebut menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran 

kesehatan sebesar minimal 5% (lima persen) dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota 

mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji. Tujuan dari pembangunan 

bidang kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang terus membaik. 
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Penggunaan anggaran di bidang kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat 

termanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. 

2.1.9 Belanja Modal 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal adalah pengeluaran 

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal 

untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud 

(Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005). 

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta 

akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti 

biaya pemeliharaan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal 

merupakan prasayarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh 

pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah 

mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. 

Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan 

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk 

fasilitas publik. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh 

negatif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 2016) dan Tingkat 

Kemiskinan berpengaruh positif terhadap IPM (Dewi et al, 2017). Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh positif terhadap IPM (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 
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2016) dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM (Dewi et al, 

2017). Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap IPM 

(Sanggelorang et al, 2015; Kahang, 2016) dan Belanja Fungsi Pendidikan tidak 

berpengaruh terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake et al, 2018). Belanja Fungsi 

Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM (Safitri, 2016; Pake et al, 2018) dan 

Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap IPM (Sanggelorang et al, 

2015; Kahang, 2016; Fahmi, 2018). Belanja Modal berpengaruh positif terhadap 

IPM (Mirza, 2012; Setiawan & Budiana, 2015)  dan Belanja Modal tidak 

berpengaruh terhadap IPM (Sastri & Latrini, 2019). Berikut adalah tabel 

ringkasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

1. Adelfina dan 

I Made 

Jember 

(2016) 

Pengaruh 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Kemiskinan, Dan 

Belanja Daerah 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Kabupaten Kota 

Provinsi Bali 

Periode 2005-

2013. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Kemiskinan, 

Belanja Daerah 

Hasil penelitian terhadulu 

menunjukkan bahwa  

Pertumbuhan Ekonomi dan 

Belanja Modal  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia . 

Namun Kemiskinan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap indeks 

pembangunan manusia.  

2. Denni 

Sulistio 

Mirza (2012) 

Pengaruh 

Kemiskinan, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, Dan 

Belanja Modal 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di Jawa 

Tengah Tahun 

2006-2009. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Tingkat 

Kemiskinan, 

Pertumbuhan 

Ekonomi, 

Belanja Modal 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa secara 

parsial Tingkat Kemiskinan 

berpengaruh negatif dan 

signifikan elastisitas negatif 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan Pertumbuhan 

Ekonomi dan Belanja 

Modal berpengaruh positif 

dan signifikan elastisitas 

positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

3. Novita Dewi 

(2017) 

Pengaruh 

Kemiskinan dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia di 

Provinsi Riau. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Kemiskinan dan 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dari hasil penelitian 

variabel Kemiskinan 

berpengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan Pertumbuhan 

Ekonomi tidak memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

4. Nursiah 

Chalid dan 

Yusbar 

Yusuf (2014) 

Pengaruh Tingkat 

Kemiskinan, 

Tingkat 

Pengangguran, 

Upah Minimum 

Kabupaten/Kota 

Dan Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia di 

Provinsi Riau. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Tingkat 

Kemiskinan, 

Tingkat 

Pengangguran, 

Upah Minimum 

Kabupaten/Kota

, Laju 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

Tingkat Kemiskinan dan 

Tingkat Pengangguran 

berpengaruh negatif 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan Upah 

Minumum Kabupaten/Kota 

dan Laju Pertumbuhan 

Ekonomi berpengaruh 

positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

5 Winsy A. 

Tarumingken

g, Vekie A. 

Rumate, Tri 

Oldy 

Rotinsulu 

(2018) 

Pengaruh Belanja 

Modal dan 

Tingkat 

Kemiskinan 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia (IPM) di 

Provinsi Sulawesi 

Utara. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja Modal, 

Tingkat 

Kemiskinan 

Dari hasil penelitian 

variabel Belanja Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan Tingkat 

Kemiskinan berpengaruh 

negatif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

6 Septiana M. 

M. 

Sanggeloran

g, Vekie A. 

Rumate, dan 

Hanly F.DJ. 

Siwu (2015) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah Di 

Sektor Pendidikan 

dan Kesehatan 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Sulawesi Utara. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Hasil penelitian 

menunjukkan variabel 

Pengeluaran Pemerintah di 

Sektor Pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan variabel 

Pengeluaran Pemerintah di 

Sektor Kesehatan 

berpengaruh negatif dan 
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pendidikan, 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Kesehatan 

tidak signifikan terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia. 

7 Sal Diba 

Susen Pake, 

George M. 

V. Kawung, 

Antonius Y. 

Luntungan 

(2018) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah Pada 

Bidang 

Pendidikan Dan 

Kesehatan 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Kabupaten 

Halmahera Utara. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Bidang 

Pendidikan, 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Bidang 

Kesehatan 

Variabel Pengeluaran 

Pemerintah Pada Bidang 

Pendidikan berpengaruh 

positif namun tidak 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan  Pengeluaran 

Pemerintah Pada Bidang 

Kesehatan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

8 Merang 

Kahang, 

Muhammad 

Saleh, dan 

Rachmad 

Budi Suharto 

(2016) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Sektor Pendidikan 

Dan Kesehatan 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Kabupaten Kutai 

Timur. 

Variabel 

Dependen: 

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Pendidikan, 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Kesehatan 

Berdasarkan hasil 

penelitian variabel  

Pengeluaran Pemerintah di 

Sektor Pendidikan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Sedangkan  Pengeluaran 

Pemerintah di Sektor 

Kesehatan berpengaruh 

negatif dan tidak signifikan  

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

9 Intan Safitri 

(2016) 

Pengaruh 

Pengeluaran 

Pemerintah 

Sektor Kesehatan, 

Pendidikan, 

Dan Infrastruktur 

Terhadap Indeks 

Pembangunan 

Manusia Di 

Provinsi Aceh 

Variabel 

Dependen:  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Pendidikan, 

Pengeluaran 

Hasil penelitian 

menunjukkan Pengeluaran 

Pemerintah di Sektor 

Pendidikan dan 

Infrastruktur berpengaruh 

positif dan tidak signifikan 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia.  
Pengeluaran Pemerintah 

pada Bidang Kesehatan 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 
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No Peneliti Judul 
Variabel 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Pemerintah di 

Sektor 

Kesehatan,   

Pengeluaran 

Pemerintah di 

Sektor 

Infrastruktur 

10 Gusi Bagus 

Kompiang 

Putra 

Setiawan dan 

Dewa 

Nyoman 

Budiana 

(2015) 

Pengaruh Belanja 

Modal Terhadap 

Indeks 

Pembangunan  

Manusia Melalui 

Pertumbuhan 

Ekonomi Sebagai 

Variabel 

Intervening 

Provinsi Bali 

Variabel 

Dependen:  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Belanja Modal 

 

Variabel 

Intervening: 

Pertumbuhan 

Ekonomi 

Dari hasil penelitian 

variabel Belanja Modal dan 

Pertumbuhan Ekonomi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

Variabel Belanja Modal 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi. 

11 Sasti, I. A. 

T. P., & 

Latrini, M. 

Y. (2019). 

Pengaruh 

Alokasi Belanja 

Operasi dan 

Belanja Modal 

pada Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

Variabel 

Dependen:  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Alokasi Belanja 

Operasi, Belanja 

Modal 

 

Dari hasil penelitian 

variabel Alokasi Belanja 

Operasi berpengaruh 

terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia dan 

Belanja Modal tidak 

berpengaruh terhadap 

Indeks Pembangunan 

Manusia. 

12 Anisa 

Fahmi 

(2018). 

Pengaruh Good 

Governance, 

Belanja Fungsi 

Pendidikan Dan 

Kesehatan, dan 

PDRB Perkapita 

Terhadap IPM 

Variabel 

Dependen:  

Indeks 

Pembangunan 

Manusia 

 

Variabel 

Independen: 

Good 

Governance, 

Belanja Fungsi 

Pendidikan, 

Belanja Fungsi 

Kesehatan, dan 

PDRB Perkapita 

 

Good governance, belanja 

fungsi pendidikan, dan 

PDRB per kapita 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap IPM. 

Sedangkan belanja fungsi 

kesehatan berpengaruh 

negatif dan signifikan 

terhadap IPM. 

Sumber: Google Scholar data diolah.  
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2.3 Kerangka Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian, permasalahan serta tujuan penelitian juga 

penelitian terdahulu yang telah di paparkan, maka berikut adalah gambar yang 

menunjukan kerangka pikir dalam penelitian ini : 

 

 

 

 

 

  

 

 

. 

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

2.4.1 Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Sosial, kemiskinan adalah 

ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup 

layak (baik makanan maupun non makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan 

oleh  adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat 

memenuhi kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan 

kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya.Terdapat 3 hal yang 

menyebabkan kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya tingkat 

pendapatan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Kemiskinan sangat berpengaruh 

terhadap pembangunan manusia, ketidakmampuan daya beli masyarakat kurang 

mampu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti sandang, pangan, dan 

papan akan mempengaruhi kebutuhan lainnya seperti kesehatan dan pendidikan 

yang akan terabaikan dan dapat mempengaruhi indikator Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh 

negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Mirza, 2012; Adelfina & Jember, 

2016; Chalid & Yusuf, 2014; Tarumingkeng et al., 2018). Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H1  : Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia.  
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2.4.2 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Pertumbuhan ekonomi adalah mengukur prestasi dari perkembangan suatu 

perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya. Pertumbuhan ekonomi 

sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang 

dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran 

masyarakat meningkat (Sukirno, 2010). Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang 

meningkat dan distribusi pendapatan yang lebih merata akan membawa pengaruh 

terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah. Laju pertumbuhan ekonomi 

tidak langsung berdampak pada pendapatan masyarakat miskin, akan tetapi jika 

pemerintah dapat menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai 

pelayanan kesehatan dan akses pendidikan maka masyarakat miskin dapat 

memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan tersebut. 

Hasil Penelitian terdahulu menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh 

positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Chalid & Yusuf, 2014; Mirza, 

2012;  Adelfina & Jember, 2016). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis 

yang dapat dirumuskan adalah: 

H2  : Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

2.4.3 Pengaruh Belanja Fungsi Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Belanja fungsi pendidikan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk 

membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab 

pemerintah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan 
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kedinasan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tertuang di dalam UU 

No. 20 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa ”dana pendidikan selain gaji 

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) pada sektor pendidikan dan 

minimal 20 persen dari APBD”. Human Capital Theory menyatakan pentingnya 

peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dengan 

melakukan investasi pada pendidikan maka akan mampu meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia yang dapat dilihat dari peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 

pengetahuan dan keterampilannya akan meningkatkan produktivitas kerja 

sehingga diharapkan akan meningkatkan pendapatan atau gaji yang lebih tinggi 

kepada yang bersangkutan yang dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan 

Manusia. 

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di 

Sektor Pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Sanggelorang et al., 2015; Kahang et al., 2016). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H3 : Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia. 

2.4.4 Pengaruh Belanja Fungsi Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia 

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap orang karena setiap aspek 

kehidupan berhubungan dengan kesehatan. Menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan adalah keadaan 
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sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap 

orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan juga 

mendukung keberhasilan dalam pembangunan nasional. Pembangunan di bidang 

kesehatan merupakan salah satu upaya pembangunan nasional yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang, sehingga terwujud derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat yang 

akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.  

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa variabel Pengeluaran Pemerintah di 

Sektor Kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia (Safitri, 2016; Pake et al., 2018). Berdasarkan penjelasan 

di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah: 

H4  : Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia. 

2.4.5 Pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

Kegiatan belanja modal pemerintah daerah  akan menghasilkan dibangunnya 

berbagai fasilitas publik seperti fasilitas jalan, jembatan, telekomunikasi, listrik, 

dan berbagai fasilitas publik lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 

Fasilitas tersebut akan memudahkan akses masyarakat dalam menjalankan 

aktivitas ekonomi. Untuk meningkatkan kemajuan daerah maka diperlukan 

pengalokasian belanja modal yang lebih besar untuk perbaikan bangunan dan 

infrastruktur terutama fasilitas jalan dan jembatan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Jika fasilitas publik dapat terpenuhi maka masyarakat 
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merasa nyaman dan dapat menjalankan aktivitas ekonomi dengan efektif dan 

efisien. 

Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Mirza,2012; Setiawan & 

Budiana, 2015). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan adalah: 

H5 : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 
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III.   METODELOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah Kawasan Timur Indonesia meliputi 13 

Provinsi yang mencakup 185 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki 

kelengkapan data dari tahun 2015-2018. Penelitian ini tidak menyertakan Provinsi 

sebagai sampel dikarenakan perbedaan data anggaran antar Provinsi dan 

Kabupaten/Kota yang cukup jauh. Dalam penelitian ini teknik sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Memiliki data Kemiskinan dan Laju Pertumbuhan PDRB harga konstan 

selama tahun 2015-2018.  

2. Memiliki data Belanja Fungsi Pendidikan dan Belanja Fungsi Kesehatan 

selama tahun 2015-2018. 

Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat 156 pemerintah Kabupaten/Kota yang 

memenuhi kriteria dalam purposive sampling. Maka penelitian ini memiliki 156 

populasi penelitian. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data 

sekunder merupakan jenis data yang diperoleh secara tidak langsung melalui 

sumber-sumber tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
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1. Data Belanja Modal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten dan 

Kota di Kawasan Indonesia Timur bersumber dari Laporan Hasil Pemeriksaan 

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) periode 

Tahun Anggaran 2015-2018 melalui akses website www.bpk.go.id 

2. Data Belanja Fungsi Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten dan Kota di 

Kawasan Indonesia Timur tahun 2015-2018 yang diperoleh dari Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan RI melalui 

akses website http://djpk.depkeu.go.id . 

3. Data Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB harga konstan), dan Indeks 

Pembangunan Manusia tahun 2015-2018 yang diperoleh dari website Badan 

Pusat Statistik www.bps.go.id . 

3.3 Transformasi Data 

Transformasi data merupakan salah satu cara menormalkan data dengan merubah 

skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain, namun tidak mengubah nilai asli 

data sehingga data dapat memenuhi kriteria uji asumsi klasik (Ghozali, 2016). 

Ada beberapa jenis cara transformasi data, antara lain: Transformasi Square Root 

(Akar), Tansformasi Logaritma, Transformasi Arcsin, Transformasi Square 

(Kuadrat), dan transformasi lainnya. 

3.4 Deteksi Outlier 

Outlier merupakan data yang memiliki nilai yang terlihat sangat berbeda jauh 

dibandingkan dengan observasi-observasi lainnya. Menurut Ghozali (2013), 

terdapat 4 penyebab timbulnya data outlier yaitu:  
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1. Kesalahan dalam menginput data,   

2. Gagal dalam menspesifikasi adanya missing value dalam program komputer,   

3. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang diambil sebagai sampel, dan   

4. Outlier berasal dari populasi yang diambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari 

variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak berdistribusi 

normal. 

Deteksi outlier pada penelitian ini menggunakan metode Boxplot atau yang juga 

dikenal sebagai diagram box-and-whisker. Boxplot adalah salah satu cara dalam 

statistik deskriptif untuk menggambarkan secara grafik dari data numeris. Dalam 

boxplot juga ditunjukkan nilai outlier dari observasi. Nilai yang berada di atas 

atau di bawah whisker (garis yang memperpanjang box) dinamakan nilai outlier 

atau data ekstrem. 

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel 

3.5.1 Variabel Dependen 

3.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia 

Variabel Dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks 

Pembangunan Manusia. IPM adalah indikator untuk mengukur keberhasilan 

dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang merupakan indeks 

komposit yang digunakan untuk mengukur pencapaian kualitas hidup rata-rata 

suatu negara/daerah untuk tiga hal mendasar pembangunan manusia, yaitu: 

1. Indeks kesehatan diukur dengan angka harapan hidup ketika lahir. 

2. Indeks pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka 

harapan lama sekolah untuk penduduk berusia 7 tahun keatas. 
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3. Indeks standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita 

disesuaikan. 

Dalam penelitian ini pengukuran variabel IPM dilakukan dengan melihat angka 

capaian IPM tiap Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia yang diperoleh 

dari situs Badan Pusat Statistik. 

3.5.2   Variabel Independen 

3.5.2.1 Tingkat Kemiskinan 

Menurut UNDP kemiskinan adalah kondisi kekurangan pendapatan dan kesulitan 

ekonomi. Dalam penelitian ini variabel kemiskinan menggunakan rumus Head 

Count Index (HCI) yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis 

Kemiskinan (GK) dengan rumus: 

1

1 q
i

a
i

a
z y

P
n z

 
   

 
 

Keterangan: 

a = 1 

z = garis kemiskinan 

yi = rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis 

kemiskinan (i=1,2,3,...q), yi < z 

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan 

n = jumlah penduduk 

3.5.2.2 Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang 

menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan 

kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010). Pertumbuhan ekonomi daerah 

menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Laju pertumbuhan 
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ekonomi suatu bangsa dapat diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan 

PDRB atas dasar harga konstan, dengan rumus :  

𝑃𝐸 =  
𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1

𝑃𝐷𝑅𝐵𝑡−1
 𝑥 100% 

Dalam penelitian ini tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan 

nilai laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada suatu wilayah 

yang didapatkan dari situs Badan Pusat Statistik. 

3.5.2.3 Belanja Fungsi Pendidikan 

Belanja pemerintah bidang pendidikan adalah besarnya pengeluaran pemerintah 

untuk sektor pendidikan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total 

APBD yang dialokasikan untuk sektor pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk 

pendidikan diwakili dengan jumlah pengeluaran untuk sektor pendidikan pada 

Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 

2015-2018 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, diukur dalam satuan rupiah. 

3.5.2.4 Belanja Fungsi Kesehatan 

Belanja fungsi kesehatan adalah besarnya pengeluaran pemerintah untuk sektor 

kesehatan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah dari total APBD yang 

dialokasikan untuk sektor kesehatan. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan 

diwakili dengan jumlah pengeluaran pembangunan untuk sektor kesehatan pada 

Realisasi APBD pemerintah Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 

2015-2018 yang didapatkan dari website Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, diukur dalam satuan rupiah. 



43 

 

3.5.2.5 Belanja Modal 

Menurut Halim (2007), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya 

melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta 

akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang  bersifat  rutin seperti 

biaya pemeliharaan. Dalam penelitian variabel belanja modal menggunakan data 

realisasi belanja modal dalam Laporan Realisasi Anggaran pada pemerintah 

Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia, diukur dalam satuan rupiah. 

3.6 Metode Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier 

berganda. Regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian 

ini memenuhi syarat yaitu lolos asumsi klasik. Syarat-syarat tersebut adalah data 

harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi. 

3.6.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Menurut Ghozali (2016), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi  

suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, 

maksimum, minimum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (skewness). 

Analisis statistik deskriptif merupakan teknik deskriptif yang memberikan 

informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud menguji hipotesis. 

Analisis ini hanya digunakan untuk menyajikan dan menganalisis data disertai 

dengan perhitungan agar dapat memperjelas keadaan atau karakteristik data yang 

bersangkutan. 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
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Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui kelayakan penggunaan model  

dalam penelitian ini. Pengujian ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa di  

dalam model regresi tidak terdapat multikolenieritas, heteroskedastisitas,  

autokolerasi serta memastikan bahwa data yang dihasilkan terdistribusi normal  

(Ghozali, 2016). Pengujian ini meliputi: 

3.6.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, 

variabel dependen memiliki distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang 

baik adalah data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2016). Untuk menguji 

normalitas data, dapat dilihat pada grafik probability plot. Jika data menyebar 

disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya 

menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas Namun, jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal atau garis histogramnya menunjukkan pola 

distribusi tidak normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas 

(Ghozali, 2016). 

3.6.2.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2013). Model regresi yang 

baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara independen. Jika variabel 

independen saling korelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel 

orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel 

sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam 
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model adalah dengan menggunakan tolerence dan Variance Inflation Factor 

(VIF). Nilai tolerence yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena 

VIF=1/tolerence) (Ghozali, 2013). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 maka 

artinya tidak terjadi multikolonieritas terhadap data yang diuji. Sebaliknya, jika 

nilai tolerance lebih kecil dari 0,10 maka artinya terjadi multikolonieritas terhadap 

data yang di uji. 

3.6.2.3 Uji Heterokedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi 

ketidak samaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka 

disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas (Ghozali, 

2013). Sebuah model regersi yang baik adalah model regresi yang mempunyai 

data yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Pengujian 

heterokedastisitas dapat dilakukan dengan uji Spearman’s Rho. Uji ini 

mengkorelasikan variabel 

independen dengan residualnya. Jika nilai signifikan yang dihasilkan lebih dari  

0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. 

3.6.2.4 Uji Autokorelasi 

Autokorelasi bertujuan menguji apakah suatu model regresi linear ada korelasi 

antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 

(sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. 

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu dan 

berkaitan satu sama lainnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 
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dari autokorelasi (Ghozali, 2013). Menurut Sunyoto (2013), dalam menentukan 

ada atau tidaknya masalah autokorelasi dengan uji Durbin-Watson dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Terjadi autokorelasi positif jika nilai DW di bawah -2. 

2. Tidak terjadi masalah autokorelasi jika nilai DW berada di antara -2 dan +2. 

3. Terjadi autokorelasi negatif jika nilai DW di atas +2. 

3.6.3 Model Penelitian 

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. 

Analisis ini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel 

independen dengan variabel dependen. Pengolahan data akan dilakukan dengan 

menggunakan bantuan Software SPSS 23 (Statistical Package for the Social 

Science). Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan analisis regresi berganda 

yang diformulasikan sebagai berikut: 

1 2 3 4 5Y a TK PE BFP BFK BM e            

Keterangan: 

Y = Indeks Pembangunan Manusia 

α = Konstanta 

β1-β5 = Koefisien Regresi 

TK = Tingkat Kemiskinan 

PE = Pertumbuhan Ekonomi 

BFP = Belanja Fungsi Pendidikan 

BFK = Belanja Fungsi Kesehatan 

BM = Belanja Modal  

e = Standar Error  

3.6.4 Pengujian Hipotesis menggunakan Analisis Regresi Berganda 



47 

 

Untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel 

dependen baik secara parsial maupun simultan. Pengujian yang digunakan dalam 

analisis ini adalah uji kelayakan model regresi (uji statistik F), uji signifikansi 

parameter individual (uji statistik t), dan uji koefisien determinasi (Adjusted R2). 

3.6.4.1 Uji Statistik F 

Menurut Ghozali (2013), uji goodness of fit (uji kelayakan model) dilakukan  

untuk melihat apakah model penelitian yang diberikan layak untuk dilakukan  

penelitian selanjutnya. Hal ini dapat diukur dari nilai statistik F dengan kriteria  

pengujian sebagai berikut:   

1. Jika tingkat signifikansi > 0,05 atau bila nilai signifikansi lebih dari nilai α 

0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini tidak layak (fit) untuk 

digunakan dalam penelitian. 

2. Jika tingkat signifikansi < 0,05 atau bila nilai signifikansi kurang dari atau 

sama dengan nilai α 0,05 berarti model regresi dalam penelitian ini layak (fit) 

untuk digunakan dalam penelitian. 

 

3.6.4.2 Uji Statistik t 

Pengujian signifikansi parameter individual ini digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen 

(Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang 

menggunakan program SPSS dengan membandingkan p-value masing – masing 

variabel independen dengan taraf sig a = 0,05. Apabila p-value lebih kecil 

daripada a = 0,05, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independent 

tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya 
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bila p-value lebih besar daripada α = 0,05, maka hipotesisnya tidak diterima yang 

artinya variabel independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap 

variabel dependennya. 

3.6.4.3 Koefisien Determinasi (R2) 

Uji koefisien determinasi (Adjusted R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh 

kemampuan model dalam menerangkan variasi dari variabel dependen. Nilai 

koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil menunjukkan 

kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen 

sangatlah terbatas. Nilai R2 yang mendekati satu menunjukkan variabel-variabel 

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki variabel dependen (Ghozali, 2016). Semakin besar R2 maka 

menunjukkan semakin kuat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat Indeks Pembangunan Manusia, faktor-faktor tersebut yaitu Tingkat 

Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Fungsi Pendidikan, Belanja Fungsi 

Kesehatan, dan Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur 

Indonesia (KTI) 2015-2018). Jumlah sampel sebanyak 548 observasi yang berasal 

dari 156 Kabupaten/Kota yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. 

Setelah dianalisis menggunakan regresi linier berganda, didapatkan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia 

tahun 2015-2018. 

2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia 

tahun 2015-2018. 

3. Belanja Fungsi Pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks 

Pembangunan Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia 

tahun 2015-2018. 
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4. Belanja Fungsi Kesehatan berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan 

Manusia pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018. 

5. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia 

pada Kabupaten/Kota di Kawasan Timur Indonesia tahun 2015-2018. 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya data Kabupaten/Kota yang tidak lengkap yaitu pada data 

kemiskinan, belanja fungsi pendidikan dan belanja fungsi kesehatan. 

2. Periode penelitian yang tidak panjang yakni hanya empat tahun dan variabel 

penelitian yang hanya terbatas pada lima variabel sehingga sampel yang 

digunakan pada penelitian ini cukup sedikit jumlahnya. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan 

saran yaitu sebagai berikut: 

1. Penelitian selanjutnya disarankan dapat memperluas sampel penelitian dengan 

menambahkan populasi penelitian pada Kabupaten/Kota di Kawasan Barat 

Indonesia seperti pada Pulau Sumatra, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan, 

sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan hasil yang lebih baik. 

2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah atau mengganti variabel 

independen lain yang sekiranya mempengaruhi IPM seperti tingkat 

pengangguran, upah minimum, dan pendapatan daerah. Selain itu juga 

disarankan untuk menambah tahun penelitian untuk melihat pengaruh jangka 

panjang hasil penelitian. 
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